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NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,
Menimbang - a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah
meningkat dan meluas lintas wilayah dan Negara dan
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan serta Kesejahteraan
masyarakat di Indonesia;

b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di
Kota Ambon, semakin meningkat dan meluas sehingga
menimbulkan korban jiwa, serta berdampak pada
aspek  politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
kesejahteraan masya'akat,

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

— Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/358/
2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala

Besar di Wilayah Kota Ambon dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

d. bahwa Dberdasarkan  pertiMbangan sebagamana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurut c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berska'a Besar Dalam Penanganan

Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Ambon,
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5




1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nonor 128, Taambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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B .m- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
. Pedoman Pem hatasan Sosial Berskala Besar Dalam
> m Rangka Penanganan Corona Virus isease 2020
({COVID-19) (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan [Lembaran Negara
Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Ko ndsi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 34),
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganar Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik

~ Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326};

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus [nsease 2019 (COVID-19),

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020




MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATASAN  308IAlL,. BERSKALA BESAR  DALAM
PENANGANAN CORONa VIRUS DISEASE 2010 (COVID-19)
N KOTA AMBON

BAR |
EETENTUAN UMUM
Pasal 1
Delam Peraturan Walikota in yang dimalesud dengan:
. Daerah adalah Hota Ambon.
2 Pemernmtah Daerah adalab Kepala Daersh sebagai unsur penyelenpgarann
Pemerntah Dagrah yang memimpin urusan pemenntahan yang menjadi

kewenargan deerah otonom.
Walikota adalah Walilkota Ambon
Perangkat Deerah adalsh unsur pembaniu Walkota dan Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah dalam penyelerggaraan urusan pemenntahen yang mienjgd
kewenangan Daeah Kota Ambon.
| 5 Pembatasan Sosal Berskala Hesar yang selanjutnya di smgkat PSBB adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga
terinfekar Coronia Wrus Disease 2019 (COVID- 19) sedemmikian rupa untuk
mencegah kemunglinen penyebaran Corona Vius Disease 2019 (COVID- 19}
6. Wilayah Pemberlakuan PSBE adalah Wilayah Kaota Ambong
T, Gugus Tuges Percenatan Penanganan Corma Vrus Disease (COVID-19) Kota
nbon yang selanjuthya disebut Gupus Tugas COVID-19 Keta edaleh Gugus
Tugas Pe cepatﬂn Penanganan Corena Vrus Disease (COVID-19] vang
erntah Kota Ambon, melalul sinergitas astar Pemerintah,
M{admmm Maa}a_rakat dan Media,

g yang szmli dan/atiu nﬁ'kegm :

e
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11 Pelaky Usaha adalah setisp orang perseorangal aafga tidgara ndonesia sisu
baden uamha veng berbentuk badan hukum atau bukan badan hukuin yang
didinkan dan berkedudukan dalem wilayah hukum Negara HKesatuan |
Republik Indoresia yang melakukan kegiatan usaha d bidang Perdagangan;

12Karyawar. adalah karyawan /karyawalifpegawal yang bekena delam kantor/
perusahaanfingtansi, bak pemenntah mavpun swasty

13 Bararg Kebutuhan Pokok adalah bararg yang menyangkut hajat hidup
crang banyak dengan skela petnenuban kebutuhen yang tmgm serta menjadi
fekar pendukung kesejahteraar masyerakat,

14 Barang Penting adalah barang strateps yeng berperan pentng dalem
menentukan kelencaran pembangunan dacrah,

13Bantuan scsal adalah  pemberian  bantuan berupa/uang/barang dar
Pemenntah Kota Ambon kepada individu, keluargs, kelompok dan/fatau
masyarakat dengan deala pernenuhan kebutuyhan yalg img@m asria menpd
faktor penduicur g kesejahterasn magyarakat;

16 Penegak hukum adalah mstansi pemermtah dan/atau pemerintah Kota vang
meiaksanakan hukum antara BN Kepolisian, dan Saruan Polis Pamong
Frap,

17, Titk pernerikaapn adalah tempat pengawsasan PSBB,

BAE [
MAKSUD DaN TUJUAK
rsa) 2

Peraturar. Walikota m1 dimaksudkan sebegai pedoman pelal=anaan PSBEE dalam
vargka Percepatan Fenanganan Corena Virus Drsease 2018 (COVID-19) di Kot

Vesal 3 |
ta ini bertujuan unwuk |

n tertentu dan pergerékan olang danfatay b
n Corona Vins Disease 2019(COY|D- lﬁ

eskalas penyebaran

(1 | Lr [ |
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RUANG LINGKUP
Praal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota o meliputi;

a
b

C
d
=
£

(2

(3]

pelaksanaan PSBEB,

hek, kewajiban serta pemenihan kebupuhan dasar penduduk selama PSBE;
sumber daya penanganan Corong Vrus Disease (COVID. [T,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporamn;

sumber pendanaan, dan

sAT K,

BAB W
PELAKSANAAN PSPB
Pagian Kesaiu
Umim
Paasal 5

Dalam upasa mencegah meluasnya penyebaran Corona Vius Disezse 2019

[COVID-19), Walikota memberizakukan PSBB di Kota Ambon,

PSBE sebagaimana dimaksud pada ajat (I} dilakukan dalam bentuk

pembatasen aktivitss luar rumah yang dilakukan oleh setiap Orng yang

berdoousili den fatau berkegiatan di Kota Ambon

Pembatasan akbvitas juar rumsh sebagaimana dimaksud pada ayat {2

meliputi:

a. pelgksanaarn pembelajaran di Sekolah dan/atau institust  pendidikan
lainnya,

b, aktvitas bekerja b tempat kena:

e kegiatan leagamaan di rumah ibadah;

d, kegiaran d tempat atan fasilitas umumn,;

¢, kegiatan acsial dan budays; dan

{ pergerakan orang dan barang menggunakan moda transpertas)

Pasal 6

pengerahan sumber daya dan
Pasal 5 ayat (1) dilakukan oeh G




Pugal 7

(1} Jangks waktu dan pemberiakuan PSBB sebogeimana dimakaud dalam Faesl
5 gyat (1} diiaksanakan sdama 14 [empat beas] hari dan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada eyat (1) dapet diperpanjang
apabila masih terdapat bukti penyetiaran Corond Virs INsedss 2019 (COVID-
19)

Pl 8

) Selama pemberlakuan PSER, setiap orang wajib
2. melakukan cug tangan dengan menggunakan sabun dan ar yang
mengalir sélamp kurang lebih &) detik, gunakan pembersih tangan {hand
zardtazef] .
b mandifcuci muka sesampainya d rumah danfatau tempat ketja,
¢ hindan menyentuh mata, hidung dan mulut dengan cangan yang belum
dicuen,
4. jangan berabat tangan/bersalaman fcnm pips
& hindar interaksi fisik dekat dengan orang yang mermilik1 gepla salat,
f menutup mulut saat batuk dar bersin demgan lengan dalam atal Osu,
den langsug dibuang ke tempat sampah dan segera cucl tangan,
gegera menggant baju dan mandi sesampainya & rumal;
h bersihkan dan digenfitksl secar berkala benda atau permukaan yang

1]

sering disentuh,
i menggunakar, masker dan menjaga prak (physical distancig] paling
sedikit 1 (satu) meter pada sazt & luar rumah.
} melakukan isolast mandiri bak & rumah dan/fatag TUang isclasi sesual
protokol kesehatan bagf
1) Orang Tanpa Gejala [OTG),
9 Ururg Dalam Perrantauan {ODP),
3 Pasten Dalam Pergawasan (PDP! dengan gejala ringan, ataul
4 Qrang konfirmas! postif dengan gepla rngan atau tanpa geyala.
(@) Orang Tanpa Gejla (OTC) sebagaimana dimalkeud pada ayat 1) buruf )
| menupakan orang yang tdak bergejale dan memilikd risiko tertular
rmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan ke
D-19.



3) Orang Dalam Pemantzuan {ODP} sebagaimana dimaksod pada ayat () huruf
Jangka 2 merupakan orang Yang metnenuhi pérsjaratan scbagai berikut |

8 Infeksi Salurar Pernapasan Akt 1SPA) wyaitu demam (238°C) atau

nowayat demam  disertai salah saty gejala/tanda penvakit PeITtapasan

sepert) batuk/sesak nafas/sakit tenggorolan /pilek /pneumonia nngar
hingga brrat dan tidak ada penyebab Jain berdasarkan gambaran klinia
yang mevaiinkan dan pada 14 [empat belas) hari terakhr sebalum
timbul gejala memiliki tiwayat perjalanan atay tnggal & Negara/wilayah
yvang melaporkan transmisi lokal

Demam {=38°C} atau riwayat demam atau ISPA dan pada

14 (empat
belas] hari terakhr sebelum timby

| gepla memiliki rreayat kontak
dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan

ISPA berat/ pnevmonia herat yang membutubkan perawatan d rumah
sakit dan tdak adz penvebab [(an berdasarkan gambaran khne
meyakinkan
(4) Pasien Dalam Pengawasapn (PRP) dengan gepfa ringan  sebagaimana
dimaksud pada avat (1} burufj angka 3 merupakan orang yang mengalami; |
a Demam (238°C} atau mvayvat demam atay gepln  gangguan sistemn L
| pernapasan seperti  pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada

yang

L T D BN " —

penyebalb lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada
14 fempat belas} hari terakhir sebelum timbul gepla memiliki riwayat :
| perjalanar atau tinggal & Negarafwilayah yang melaporkan transmisi
lokal; dan
b Gejala gangguan sistem pernapasan sepert pilek/sakit tenggorokan/ batuk
den pada 14 (empat belas) hari teraklur sebelum umbul genila memiliki
rwayat kontak dengan kasus kofirmasi COVID-19.
(5) Isclasi mandir! sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huraf j, dilakukan
dengan mengikut ketentuan sebagai berikut:
3 . mandini yang berlaku bagi ;
rapid reakrif;
positif COVID-19 tetapr tidak
©ora




g lansia £0 tahun ke atas);
B ibu hamil, thu menyusui dan bayi dibawah dua tahur,
g usia produktif dergan penyakit penyerta/komor bid

2 lokesi tidak delam permukiman yang padat dan terdapat akses
kendaraan roda empat;

3. tersedia air bersh yang mencukupi dan Ffesiltas sir berwil' diberfkan
mimmal satu kal achari dengan disent sktan:

4 Kerar tidur dan kamar mandi terpisah dengan peanghunt nunah
lainnya, serta memihiki ventilasi dan pencabayaan yang bak;

o tersedia perlengkapan mandi berups handuk, sabun mandi, sikat RIgl,
pasta gig: serta pakaian juga harus dicuci terpisah darf penghuni lain,

& tersedia peralatan makan-minum beru pg piring, sendok, gelas, terpisah,
den dicuci terpisah dari penghuni lainnya:

7, tersedia tempat sampah atay kantong plastik khusus untyuk membuang
tism) atau sampah yang digunakan untuk batuk, bermn dan
membersihkan mulut atau hidung:

B. wajib menggunakan masker bedah (surgical mask}),

9. tersedia tenagn orang atau keluarga yang aksn membantu memeanut
kebutu han pasien/ pelak 1solasi mandiri sehingga jyang bersangkutan
bdak harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengss erang lain
& luar rumah;

¢ Tata ¢cara izolasi mandiri:

1. tidak beraktivita® di lyar rumah;

a sedama melakukan isolasi mandin, tidak diperkenankan ke kyar
rumah atal ke tempat-tempat Wwnum, walavpun unmtuk bekena;

b apabila membutuhan keperluan seperti mecanan, cbat-obatan,
mintalah orang lkin yang tidak sedang menjalani isolasi mandiT

utitk melakukannia.

2, tidak melakukan kontak dengan orang yang tinggal serumah,
gpunakan masker selama berada di dalam kamar, dan apabila ada




¢} bia halaman rumah memungkinkan untuk begemur dan melakukan
clahraga rngan ¢ bawsh %nar matahari selama 15-30 menit agsr
tubuh iebih bugar dar kebih cepat sembuh
S apebila didalam mssa wolasi muncu? keluhan beru atau kelghan yng
dinlami menjadi memberat, misalnya danam tngg dwertai batuk terus.
menerus dan sult untuk bernafes. segera hubungs Puskeamss erde ket
atan hotline Gugus Tugas Covidl 9 Kota Ambon,
G lamarye wakty untuk wolasi mandin  ditentukan oleh petugas

kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan
6} sescorang dinvatakan dapat melaksanrakan solasi  mandii setelah
divenfikasi dan mendapat rekomendasi Tem Gugus Tugas Kota Ambon,

Pasal B

(1] Setisp omng sang tdak menggunakan masker pada saet keluar rumah
sehagpimana dimalSud dalam Pasal 8 ayat [ huruf ) dikenakan sanle
admurnstratiil berupa denda admimstratf paling sedikit RpS50000,-(lima
puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rpi00000,- (seratua nbu rupiahj.

{2) Dendn administratil sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dilskukan dieh
Gugus Tugas Kota Ambon,

Bagan Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran di Sekelah dan/atau
institus) Pendidiksan Lahnya
Pasal 10

{1) Sedama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan ch
sekolah danj/atau msttus pendidikan lainmya

) Dalam pelaksanaan penghentian sem#ntara Kemstan & aekolah

. dimeksud pada ayat (1) semua aktivitas pembelgjaran dihah

sannya dergan melakukan pembelajaran d rumakh/tempat tinggal

.--; melalui mends F:.m'ﬁ!’:lﬁ.iarﬂn jarak juh dan/ateu secara

[l
'l n r
- r

admmustrasi  Sekolah
e —




b. lembaga oeiptihan: dan
c lembaga penchitiam

(2)Pengheéntian  sementara  kegatan o  natiusi  pendidikan  laionya
aebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecuahken bagi lembage perdidikan,
pelatiban dan penclitian yang Serkaitan deengan pelayanan iesshatan

[ Dalm pelaksanasn penghentlan sementara kegistan @ institum pendidikan
lmnnym sebageimana dimaksud pada aybl (1) dan syat (2}, kegiatan, aktivites
pembelgjaran, dan pelayanan admimstres dilaksanakan secara gdaring dan
rumeh sesusl kcténtuan teknis dATl perangat daerah yAng menangani bidang
pendidikan,

Pasal 12

(1] Delam penghentiAn  sementara  kegatan sama pemberlakuan PSEE,
peniengeung jJawalb satuan 3&kolah den insbtusi pendidikan lainiys weapb,

a memashkan prosed pembelajarsn tetap bepalan dan terpenuhinys hak
peserta didk dalam mendgpatkan pendidikan,

b melakukan pencegahan penysbaran Coronq Wrus Disenge X8  (COVID-
15} d1 lckam dan lingkungan sekelh danfatau insttusl pendidikan
lainnva, dan

c. menjaga keamanan sekolah danfému institusi pendidkan laitnya.

{2) Upayn pencegahan penyebarar Corone Vins Disezse 2019 (COVID-9} &

lokasi dan Imgkungan sekolah danfatau ingfitusi penddikan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b dilakukan secera berkala

deagan cara -

a memberaihkan dan melakukan petyemprotan disinfektan sarans dan
pragarana sekolah, dan

b menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corone Wus [Disease 2019
[COVID-19) bagi pendidik dan tenags kependidikan lainnyg

Bagian Hetga
Aktintas Bekerja di Tempar Kepja
Fasal 13




Paxal 19

() Pengecuahan penghentian proses bekernja di tempat kerja vaitu bagl katittor
&la) matansi tertentu yabg membenkan pelayanan terkait
i pettahanan dan keamanan,
b ketertiban umum,
C. kebutuhan pangan,
d bahan bakar mmyek dan gas,

pelayanan kesebatan,

pertkonomian,

keusthgan,

komunikasi;

Industri,

=-|.m.l."'|-¢'l

-

ekspor dan mpor;
distribuag;
logistik,
. kebutuhan sehari-hapi dan
Kebutuhan dasar lginnya
{2 Kantor atsu instansi sebagaimana dirmaksud pada ayat {[] meiiputi:

a Kantor pemerintah di tingkat pusat fan daerah, badan usaha milk
negara, badat ussha milik daerah, dan perusahasn pubkk tertenty
Sepert,

1 HKamor Pemerintah terkait aspek pertahanen keamanan:

a] Inptansl Tertara MNasional [ndonesia TNI}; dan

g 5 " p=

3 lnstansi Xepolisian Negara Republk Indonesia (POLRI).
2 Bark indonesia, lembaga kevangan, dan perbankan:
3 Utlitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan,
ﬁﬁl_::um'i:hn logistik, telekomunikasi, listrl, air dan sanitasi);
it isirdlc dan untt transmisi;




- b |

2. Unit yang bertanggung jawab untuk mengoeperanikan dan memelihara
pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran d hutan, menyiram
tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;

3. Umt yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti
Jompa/ pant sosial lamnyg

b. Perusahaan komermal dan swasta
1| Tokotoko yang berhubungan dengan bshan dan barang pangan atsu
kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan
termasuk warung makan/rumah makan/resioran, serta barang
péiting yang mencakup benh, bimt ternak, pupuk, pestisida, obat dan

vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja
konstruksi, dan baj@ rngan

4 Bank, kantor asuransi, penyelenggara siatem pembayaran, dan ATM,
termasuk  vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operam
Perban kan, cdl center perbankan dan operasi ATM.

3 Media cetak dan elektronik,

Telekomunikasy, layenan internet, penylaran den layanan kabel

9 Pengiriman semua bahan dan barang pengan atau bararg polkck serm

bararg penting termasuk mekanan, obat-obatan, peralatan medis

SPBU, LPG, cutlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Buma,

Pembangkit batrik, unit dan laysnan transmii dan distribuai.

£

8 ~ &

Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua
berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang
dan ticak untik penumpang.
9 Lajanan penyimpanan dan pergudangan dingin (celd siorage)- ,
¢. Perusahaan industri dan kegiatan produksi;

1 Unit preduksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi,
perangkat medis atal alat keschatan, perbekalan kesehatan rumah
tangga bahan balu dan zat antarama.

2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanutan.

t mannfiaknir hahan lkemesan  untuk makanan, obat-cbats
dan alat keaehatan,
nertar pokok dan hortil




d. Organisasy kemasyarakatan lokal dan interrtasional yang bergerak pada
sektor kebericanaan dan /atau sosial,

Pasai B

(l}Jam operasional perbarkan sebagaimana dimeksud dalam pasal 14 ayatr (2)
huruf a angka 2 dan humf b angka 2 yajtu G800 - 1400 WIT,

{4) Jam operasional sebagamana dimaksyud pada ayat {1] diperuntukan bagi
pelayanan kas,

FPasal 16

Jarmt operagional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum [SPBU) dan pengecer

stbagaimana dimaksud dalam pasal 14 avat ) huruf b angka @ termasuk
Penjual Bahan Bakar Eceran yaity 0530 - 2000 WIT

Pasal 17

Jaem  operasional  perbengkeian,  shotwroom mobil, dealer mobilfmotor

sebagaimana dimaksud dainm pasal 13 ayat {2) huruf ¢ angka 7 yaitu Q800 -
17.00 WIT.

Pagal 18

Pengecualian terhadap penghentian sementara aktvitas bekerja o tempat kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemimpin tempat kerja wajb
melakukan :

4. Pembatasan interaksi dalam aiktivitas Kerja;

b larangan bagi setiap orang yang mempunyai penvakit peniyerta dan/fatau

kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Wus Disegse

2019 (COVID-19) untuk melakukan kegiatan tempat kerja, amara lain:

1. penderita tekanan darah tingi,

p penyalal jantung;
heles,

paru-paru’
m




2eeluruh  karyasah 4 eres perkantoran menggunakan tnasker dan
mencudl tangan semara teratur dengan mengguniakan sabun dan ar Yang
mengalic Btau pemberaith tangan (hand sanitizer),

3 bekerjasema dalam bal petlindugan kesehatan dan pencegahan Corona
Virus Disease 2019 {COVID(9) dengan (esilitam pelayanan kesehatan
ierdekat untuk tindakan darurai,

4 menyediakan wvitamn dan nutnsi yang mengendung vitamin  guna
meningkatkan Imumtas pekerfa,

5 melakuksn penyemprotan disinfektan secara berkala pads lantai, dnding
dan perangkat bengunan tempat kKerja,

6 melakukan dstekai dan  pemantauan suhu tubuh  karyawan  yang
memgauki tempat kerja sertA memastikan karyawan yang bekerja di
tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh & alas normal atau
sakit:

7 mengharuskan cuci tangan dengan menggunaken sabun dan air yang
mergalr dan/atal  pembersth  tengan  (hapd  seatizer)  termasuk
menyediakan [lesilitas euc’ tangan yang memadal dan mudah diskaes
pada tempat kena,

8 merjaga jarsk anter sesama karvawan (physwed distancng) paling sedildt
dalam rentang 1 (satu] meter;

9. melakukan penyebaran nformasi serta a:fjuran/ himbauan pencegahain
Corona Virus Diseas 2012 (COVID-19) untuk disebarlugskan pada ldkgsi
strategis di termpat kecia,

10, dalam hel diternakan adanya karyawan ¢ tempat kera Yang menjadi
Pagien Dalam Fengawasan, maka:

a] aktivitas pekemjaen di ruangan/tempat kena harvs  dibentikan
gementars paling sedikit 14 (empat belas) han kerja;

peigas medis dibantu satuen pengamen melakukan evakuas: dan

senyemprotan  disin‘ektan  pade  selurvh  tempat, fasiitas  dan

kerp - dan

) aemertara Alakukan hingge prosss evakuas  dan

disinfektan, seta pelaksanaan pemenksien kesehatan

ang panah mealukan kentak fisik dengan

k-



_—ﬂ

Pasn! 9

{1] Deam hal tempal kema fkantor yang tidak dikecualikan ecbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 eyt (1) melanggar penghentian  ecmentara
aktivitan bekepm & temipat kerjaslkanior salams  pemberlakuan PSBB,
dikenakan senksi Bdimnistrat! berupa -

6 leguran hsan,
L teguran teriyhis, dan
¢, flenda pdmmistratif

(2 Denda admtustratf sebagaimers dmaksud dalam ayet (1} huruf ¢ paling
sedikit Rp 500000C.- (hma juts rupieh) dan paling banyak Rp 104G0000.-
[sepuluh juta rapiah)

{3 Sankei admnistratif sebagaimana dmaksnd deizm ayat (3 dilakukan oleh
Gugus Tugas kota Ambon

Praml 20

Dalsm ha) tempat keps/kanter yang dikecublikan darf penghentian sementars
akijptas bekega & tempat kerja sdama  pemberlakgan  FSBE tidak
meialganaken kewarban penemapan protokol pencegaban penyebaran Corond
Virus Disease 2019 (COVID- 19), sebagaimana dmaksud dalarn Pasal I8 hupufe,
poipnan tempal kerja dikenakan sankst admnsiratf

Fampl 3l

Terhadap kematan penyedigan makanan den minumen, penanggunglawab
restoran/rumeh makan fcaféfwarung/usabha sejenis wajib untuk -

- anan harya untuk dibawa pulang secara langsung [ieke
mels eMmesanan  secara  danng, dany atau  dengen fasilitas

|
-




i memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan meakanan
seauiai standar;

E melakukan pembersithan area kerja, [esilitas dan peralatan, kKhususnya yang
menihiki permukaan yahg bersentuhan langsung dengan makanan,

h. menyediakan tempat cuci tangen dengan menggunakan sabun dan ar VANE
mengalit bagi pelanggan dan karyawan,

j. melarang bekeria karyawan yang saki atau menunjukkan gewla suhu tubuh
d atas normal batuk, pilek, diare dan sesak nafas, dan

j mengharuskan karvawan yang bertugas secara langaung dalam proses
penyiapan makanan /mindman menggunakan  sarung  tangan, masker,
peniutizp  kepala dan pekalan kerja  sesuai pedoman  keselamatan  dan
kesehata kena

Paenl| 22

Jam operasional restoran/rumah makan/caféfusaha sejerisnya yaty 0700 -
18.00 WIT,

Fasal 23

{1lDelam hal pempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dlam Pesal 21 dan Pasal 22 selama pemberiakuan PSBB, dikenakan sankm
adminiatratif berupa :

a teguran hsan,

b teguran tertulis, dan
¢, denda administratif,

(2) Denda administratf sebagaimana dimaksud dalam ayat (il huruf ¢, pelng
sedikit Rp 5000000, (ima juta rupiah) dan pahng banyak Rp 10000000,-
(sepuluh juta rupiah).

[3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakukan oleh

Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 24

penanggurg jawab hotel wajb untuk
‘khusua bag tamu yang ingn melakukan isolasi



d melarang tamy yang sakt atau menunjukkan gejdls mfeksi saluran nalas
yattu subu tubuh Ji atas norma, demam, batuk, pilek, diare dan saki
tenggorokkan untuk masuk hotel,

£. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan
pakaian kerja sesuai pedoman kesélamatan dan keaehatan kerja,

f mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan ar yang
mengalir dan/atau pembereih tangan (hand samtizer] serta menyediakan
fagilitas cuci tangan yang Memadai dan mudah diakaes pada tempar kerja.

Pasal 23

' {1)Dalam hal penanggung jawab hotel selama pemberlakuan P3BB tdak
melaksanakan kewgjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan

sanksi admmistrat’ berupa
a tegyuran lisan,

b tegnan tertuls, dan
¢, denda admimstratif
() Denda administratii sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) huruf g pahng
i sedllkit Rp 5000000,- (lina juta rupiah) dan palmg banyak Rp 10.0004000,-
{sepuluh juta rupiah].
(3} Sanks: admmistratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dlakukan olsh
Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 26

Terhadap kegatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan
konstruksi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut ;

a menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Corong Wrus

Disgase 2019 (COVID-19) di kawesan prosel;

4 akivitas den nteraksi pekerja hanya dilakukan df dalam
proyels,

tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-heri seluruh
d kawasan proyek

s e ot




f imengharuskan cuci tangan dengsn menggunakan sabun dan af Yang
mengalir danfatau pemberail  tangar (hand santizer) termasuk
menyediakan [asiltas cuel tangan yang aremadat dan mudah & pkoes peda

tempat kerys,

g rrelarang setap orang, baik pekerjd Malipun pihak [ain, yang memiliki suhu |
badan ¢ atas nortmal untuk berada & dalam lakasi kerja;

h, menyampaikan penjelasan. anjran, kampanye dan promosi  telmik
pencegahan Coona Wrus Disease 2019 (COVID-19) dalam setigp keglatan
penyuluhan keselamatan dan Kesehatan kerj pagi hari atau safety mormng
talk, dan

i melakuken pemartauan kesehatan pekerja selama berada & kawasan

proyek secara berkala

Pazal Z7 |

()Dalam hal pemilk/penyedia/ peranggung jawab & empat kerja keglatan
konstruksi, seesma pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewd jiban
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 26, dikenakan sarksi admimstratf
berupa :

a. teguran lizan
b. teguran tertulis, dan
¢ denda sdnunistract,
| {2) Denda admirustratil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} huruf ¢ paling
|—-. sedilst Rp 15000000; (liva belas juta rupiahl dan paking banyak
Rp 30000.000- (tiga puluh mta rupiah).
(3 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat [ dilakukan olefi
Gugus Tugas Kota Ambon
Bagian Keempat
Keglatan Kesgamaan di Rumah badah
Pasal 28

PSBB dilakukan penghentian
mah ibadah dan/atau di tempat tertentu
sementara  kegiatan Keagamaan




(4) Selama penghentian sementara kegiatan lkeagamasn di rumeh ibadeh
dan/atau di termpat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat () kegatan
penanda waktu ibadah seperti sdzan, lorkeng, danfatau penanda  waktu
lainma dilakeanakan sepern hiasa

Pamal 29

Pengecuahan sementara kegiatan keagamaan di rimak ibadah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat I} kegatan keagamaan dapat dilakukan pada
rumah  ibadah dengan memperhatikan  petunjuk Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi  Maluku, dan wajib  menerapkan  protokol

keaehatan .
Pasal 30

1] Selama pemberlakuan PSEB, penangung jawal rumah 1badah wayb
a membenkan edukasi atau  pengertian kepada pamaah untuk tetsp
melakukan kegataan keagamaan di rumah;
b melakukan pencepgaban penyebaran Corona Virus Disease 2019 ({COVID-
19} di runah ibadah; dan
. menpga keamanan rumah ibadah.
[2) Upaya pencegahan penyebgran Corona Virus Disease 2009 [COVID-19) 4
rumah iiadah sehagaimana dimaksud pada ayat (3 huref b diskukkan
smeara berkala dengan mta ©
i mercbersihkan rumah badah dan lingkungan sekitarnys,
b melakukan penyempiotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan
di dalem rumah 1badan, dan
¢. menutup akses masuk bagi mhak-pihak yang txiak berkepentingan

Bagian Kelima
Kegiatan & Tampat atau Fasiitas Umurn
Pasal 31




Pasal 33

(1] Gugus Tugas Kota Ambon dapat membubarkan perkumpulan orang yang
meiebibn jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pesal 31,

(2] Pembubaran sebagaimane dimakaud pada ayat (1] dilakuken setelai
diberikan penngatasn

(3 Pembubaran Sebagaimsana dimaksud pada ayat {1} dilakuken dengan cara
penyehprotan ar gieh Dmas Pemadam Kebakaran dan 3atuan Polisi Pamong
Praja.

Pasal 34

Dikecualikan dar larangan kegatan di termpst atau fasilitas umum sebagaimana

dimaksud dalant Pasal 32 mehputic

a tempat atau faslitas umum yang menjual kebutuhan pokok danjatau
kebutuhan sehar-han,

b fasilitas pelayanan kesehstan,

T —

c. hotel, homestay, pentdbkan dan motel, yang menampung wisatawan dan [
orang-orang yang terdampak aldibat COVID-19, staf medis dan darurar, awak
udara dan lautg

d. perusahean yahg digunakan/diperuntilkkan untuk fasilitas karantina;

£ fizsiitas umum untluk kebutuhan sanitasi perorangan; dan

E— W ——

f rtempat atau fasiitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

lainnya termasuk kegiatan olabraga.

Pazal 35 A

Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huref
meliputi  kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atag

f mfnuman;



vang berada § pusst perbelanjsan termasuk  salon,  [ohofteMpat
fotocapy dan/atau
3 toko/wufung Kuliher d2ii/atan usaba jualan malpnan yang beroperas)
pada malam hari
b, spouk mteu tempat perjualan ebat-ohatan dan peralatan medis
¢, Jsa binatu (laundry)-
Pasnl 36

Pemenuhan kebytuhan seharihan sebagairmana dmakeud dalamt Pasal 35 ayat
@) diatur schagai berikit
8 penyedipan barang retad

| pesar rakyat, dikhususkan bagl penjualen barang kebutuhan pekok,
termasuk toko/kics dan usaha sejenis vang bersda & kewasan pasar
rekoyat tetap cdibuka dengan pembatasan wakiu operasional yatu 0530 -
18400 WIT;

3 tokoflios dan usahe sejemmnya yang berada pada kawasan pasar. tetap
dibuka dengan pembatasan wakiu opetasional yagu 0530 - 1800 WIT,

A mal), 10 swalgyan bepenis mmmmarket, aupermarket. hypermarket,
mdomaret, Alfamidi, dan toke khusuz baik yang berdii sendi maupun
yang berada di pusat perbelanjzan, termasuk salon, tokof tempat fotoCopy

| tetgp dibyka dengan pembatasan wakiu operasional yaru 0500 - 20,00
WIT,
4 Wgrung/fkuliner, deanfateu ualan makanan yang sdama us beraktivitas
! dimalem hari dapal dibuke dengan pembatasan wekiu operasiohal yaku
1800 - 21.00 WIT, dati harrya melayam pemasanan Untuk dibawa pulang
(take avay
b ‘ alay tewmpat penjualan ghat-obatan dan peralatan meds terap dibuka

.- puluk empat) jam,; dan
[letindry] tetap dibuka dengan pembatasan wakb: operasional

1800 WIT,




YTOE: D

Sshap pedagnng/ penjual sebagaimana dimakeud deldm Pesal 36 huri a angka

1 dan angka 3 wajid menggunskan masker
Pasal -39

(1} Setiep pedagang/penjual yang tidak menggunakan masker serta melanggar
pembatasan pm sperasional selama  pelaksanaan PSBB, aebaguimana |
dimaksud delam Pasal 36 huruf a angka | dan angka 3 dikerrakan sanksi
admumstratif berupa .

a  teguren lisan
b, teguran tettulia; dan
¢ denda adninatratif

[2 Denda adminigiratif sebagaimana thmaksud dsfam ayat i huruf ¢ paling
aedikit Bp 250000 - (dua ratu® ama puiuh nbu rupiah} <an peling banyak
Rn 500000,- (lijma ratus ribu rumah)

(3 Sanks admimstratif sebapaimana dimeksud pada ayat (1} dilakukan oleh
Gugus Tugas Kot Ambon.

Pasai 40

Dplam melayani pemenuhan kehutuhan penduduk selama PSBB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 avat (2) huruf a angka 2. pelaku gsaha pada mall

toko Swalsyan begems munimarker, supermarket, hypermarket, 1ndomaret,

Afamidh dan todo khusys bak vang berd:i sendirl maupun yeng bherada o

pusat perbelanjaan waib mengikuti ketentuan sebagai herikuc

a. mengutamskan pemesinar barang seqars denng danfatan jarak Jauh
dengan fasil:aa layanan anteat,

b turgt menjzga stabilitaz ekonomi dan kemampuan daya bebh konsuinen

bareng dengan tdak menakkan margs barang.

. melakukan dsinfrksi secara berkala pada tempat usaha,

En can deteksi dan pemantavan suhu tubuh kKeryawan dan konsu

w Mmemasuki pagar/ioke serta memastikan karyawan yang

R Jheqp gl saung

E|.r.-.-_' T

e tide

1errealany

1 - -

FERRRFI, i



& mengunakan masker, melaksanakan enuran c¢uci tangan dengan sabun

dan/atau pemberath tangan (hand sonitizer termasuk menyediakan famiitas
|ngan Yang memadar dan mudah diakeea olsh  koneumen dan
KATVAWAN

()

)

3

ouci

Praal 41

Sehap bedan usabe yang tidak menerapkan protokel  pencegahan
petiyebaran Corora  Virus Disease 2019 [COVID-[9) di tempat keria
scbagaimana dimaksud dalm Pasal 40 eerta melanggar pembatasan Jam
operamional selama pelaksanaan PSBB aebagaimans dhmakaud delam Pass!
36 huruf a angka 2 dikenakan sanks adminisiratil berupa ;

&, teguran Lisan,

b teguran tertulis, dan

¢ denda administratd

Denda admnistratf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) humf ¢ paling
sedilat - Fp 5000000,- flima juta ruplahi dah  paling bangak
Fp 1000Q0.0C0,- {sepuluh jixa rupiah)

Sanksi admmistran! sebagairsana dinaksud pada ayet ()] dilakukan cieh
Gugus Tupas Kota Ambon,

Bagian Keenar
Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 42

lll'l..":-e]m pemberlaluan  PSBE, dilskuvkan penghentian semeptara  aras

kegiaan sanal dan bodaya yang menimbulkan kerumunan oang

@ al dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayer (1) termasuk

wila tan yang berkaitan pericumpuolan atau pertemuan-




s

14] Pengecualian terhadap kegintan demonatrosi junjuk ftasm  aebagaiamana

dimakaud peda dayet (2 hurof [ slama PSBB dapat ditakukan dengan

ketentuan

A hany dalam bentuk penyampaiken tufituter secara terfuls  melahi
perwakilan dan tidak lebih dan S flime} oTang,

b mehgintongi izin dani pihak berwajh,

¢ mengguakan maske dan menjaga jerek [physical distoncmgd palng
sedilit | {=aru) meter

) Satuan Poim Pamong Pmajn THLPCLR! dapat membubarksn demoratrast

{3

danfatag unjuk resa sepanjang tidak mementhi ketentuan sehagaimana
gmaksud pada ayat |4
fasal 43

Dikecualitan dari peoghentian si2a kegiatan sgsial dan budaya scbapaimans

dimaksud dalam Passal 42 ayat {1}, untuk kegiatan

& khitan,

b, peanikahan, dan

¢ pemzkamen dan/ amu talziah ketatan yapg bukan karena Corong Virus
Nsease 2019 (COVID- 19)

Peleksanaan kegistan khian sebagaimana dimaksud patls avat (1) hurul a,

disksamakan dengan kelentuar

a dilakukan pada fasilites pelayanan kesehatan

b dihadir oleh kalamgan rerbatas dengan Jjumlak tidak lehih dan 15 [ims
belas) orang;
menigdakan acara perayaan yeng mengundang keramaian: dar

d mefjaga ¥rak @antar phak yang hadr physical distancing palirg aedikit
dalam remtang 1 (satuj reeter

Pelaksanaan kegistan permkshan stbepaimana dimeksud vadk aya: ]

hurufh | dilaksanaksn dempan ketsntien:

8. dilakukan & KUA/satan Kameor Cwatan Sip;

b, membatas: jumlash peserin yang hadiv maksirme! 1085 (sepuluh persen)
dan Kapasitas ruang dan tidek lebih dari 15 [ima bDelas) oramg dan
waku; pelakeanaannya 3ceisien mUngin,

€ menadakan acare resepm pemikehen bak di rumah maumm tegpar
umum lainniya, dan

d menjaga jarak artar phak yang hadir [physical distancing paling asedikit
delam rentang 1 (satu) meter serta wanb mengleuti protokei kesehatan
ecbagaimana dimakeud delars Pasal 5 ayat 3)




{4) Pelakeanasn hegiatan pemeksmsr: danjfatau takzish kemanan yang bukan
karena Corona Wes Divease (COVID- 19) sebagaimana dimaksud peds ayat
[1}hurufc, dilaksanakan dergan ketentuan
& dilakukan & rumah duke;

b, dihadin oleh kelangan terbatas demgen jumlah tidak lebih dari 15 ({lima
beles) orang,

¢ men@ga WrAk artar phaek yang hadr [pAysical distonongt paling sediki
dalarn rertang ! (38iy) mater serta serta waph mengkub  prowkod
kesehataty sebagpamans dimakawd delam Pasal 5 ays (3.

Praa) 44

{1l Settap orang &tau baden hukum vang tdak mentzad  ketentuan
sehagaimans diatur dalam Pasal 43 ayat (2, ayst [ dan ayat 19,
dikenakan sanks) gdmmistranf berupa :

& teguran lisan,
b, teguran tertulis, dar

¢ denda admunistratif.
(?) Denda adounmtrauf sehagaimana dimaksud dalam aya 1) huewf ¢, paling

sedikit Rp 250000,- {dua raws lms pulh nbu rypiah) dan peling banyak
Rp 500000,- [lima ratus sbu rupiah).

(3 Sanksi adeunistratif sebagaimana dimaksud pada ayet {I) dilakdkan oleh
Cugus Tugas Kota Ambon.,

Bagisn Keiujub
Pergeralian Orang d&n Berang Menggunsian Moda Trarsportas
Parugraf i
Umum
Paaal 45

| (1} Selima pembels kuan FSBB, Waliketa mwemberlakukan pembatasan moda
sl di Kota Ambon, kecuali untuk

uban kebutuhan pekok: dan

y yang dipprbelbkan  selgna peaber Jukuan PSBB.

g <tiperbdehkan sdama pembelakuan PSBB sebigilmans
la avatil] buruf b meliputs ¢

ﬁg meMkut penUmMpang beliputi layanan

..........




b. kegiatan transportasi yang mengangkut barang meliputi Jlayanan
transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kendaraan
umum/pribadi) untuk barang penting dan esensial, antara lain :

1) angkutan barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;

2) angkutan barang untuk kebutuhan bahan pokok;

3) angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti
sayur-sayuran dan buah-buahan vang di distribusi ke pasar dan
swalayan,

\. 4) angkutan pengedaran uang;

' 5) angkutan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;

6) angkutan truk barang untuk distribusi bahan baku industri
manufaktur dan perakitan;

7) angkutan barang untuk keperluan ekspor dan impor;

'|? 8) angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang

kiriman antara lain kurir servis, dan jasa titipan;

9) angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan perakitan;
dan

10) angkutan kapal penyeberangan.

c. kegiatan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan
ketertiban dan layanan darurat;

d. kegiatan pada pelayanan kesehatan;
kwatﬂn pada aspek pertahanan, keamanan, ketertiban, ketentraman,

mtanﬂugua TumPﬂenangamn Corona Virus Disease (COVID- 19)

Pusat, Gugus Tugas COVID- 19 Provinsi, dan Gugus Tugas COVID- 19

Pasal 46

yeng mengangkut barang penting dan esensial
iaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b wajib:



£ menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedildt dalam
rentang 1 (Satu) meter

Paszl 47

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban,
ambulance. mobi jenasah, kendaraan operasional TN], Polri dan Polm Pamong

Parjs, kendarsan pengangkut barang untuk sektor pelayanan dasar, publik

(mobil angkutan sampah, angkutan pelayanan strik), kendaraan operasionsl
penanganan Corona Vius Disease frovd 19), dan layanan darurat tetap beralan,

Fasal 48

[hkecuallkan dari penghentian  sementara kegiatan pergerakan orarg
scbagaimana dimaksud delam Pasal 45 ayat (1), untuk jenis moda transportasi
a angkutan oang dengan kendaraan bermetor umum,

b angkutan crang dengan kendaraan bermotor pnibadi,

¢, angkutan roda tiga (becak);

d. angkutan orang dengan perahu motor {speed boaf].

Faragraf 2
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 49

(1] Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksod
dalarn pasal 48 huruf a, diatur sebagai berikut :
a2 pemnbatasan jumlah penumpang maksimum 5350% sesum kapasitas

kendaraan;
h pembatasan pam gperasional dan pukul 0530 - 1900 WIT, dan
¢ pembagian pengoperasian secara bergilr [shiff).

(2] Pembaglan pengoperasian secara bergilir [shoff] sebagaimana dimaksud
pade ayat (1| huruf c ditetapkan cleh Kepals Dinas Perhubungan Kota
Ambon.

Pasal 50

Setap pengemudi kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum wapb-

a mengunakan masker dalam kendaraan,

b melakukan disinfeksi kendaraan

¢ tidak berkendara jika sedang mengelami suhu tubuh diatas nooal atao
sakit, dan

d melaksanakan protokol kesehatan,




Penal 51

Setiag penumpang anghkuian orang dengan kendaraan umum wajib

[
b

(1)

{4

{3

mengunakan masker dalam kendaraan; dan
MméneraPkan physical distancing dalam kendaraan

Pesal =2

Setiap pengemudi’ dan penumpang angkutan crang dengan kemdaraan umum
yang melanggar letentuan sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 46 ayat (1),
Pasal 50 dan Pagsal 5 dikenakarn sanksi admimatratif berupa

B. teguren |sen,

b teguran tertulis, dap

¢ denda admmistrauf
Dends administoratil sebagaimans dimaksud dajarm avat ) huruf ¢ paling

sethlat Rp 250.060,- (dus ratys limah pulh rbu rupiah) dan paling haryak
Rp 500.000,- (lima ratus rihy rupiah)
Sanksi administratf sebagaimans dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh

Gugus Tugaes Kota Ambon

Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Kendarasn Bermotor Pribad
Pasal 53

Fengemudi angkutan orang demgan kendaraan bermotor pribadt sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajb:

=B

b.
c,
d

4

manggunakan masker d dalam kendaraan:
membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sestiai kapasitas kendaraan;

menerapkan physical distaricing dalam kendaraan;
todak berkendara jika sedang mengalami subu badan distas nomal amay

aakit; dan
melakuican disinfeks: kendargan setelah selesal digunakan,

Pasal 54

Penumpang angkutan crang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana.
dimaksud dalam Pasal 48 hwyruf b wajib:

A menggunekan rmagker di dalam kenderaan, dan

b menerapken physical distancing dalam kendaraan.



Paaa] 55

[l) Settap pengemudi dan penumpang kendarimn angkutars prbed yang
melanggar kewdajiban sebagaimane dimekeud deiam Pasal 51 dan Pesal 54
dikenakan sankai adiminierreiil bemipe -

A teguran lisan;
b. teguran tertulis, dan

¢ denda adminmetratif
[@ Dende mdministrati stbagaimans dinaksud dalam ayat (1) huruf ¢ paling

sedikit Rp 250000, [dua ratus fima puluh i rupiah) dan paling banyak

K2 500.000.- {lima ratus ribu rupah)
(3]sanks sdmimstrauf sebagaimana dimaksvd pads Ryat [0} ditakukan sieh

Cugus Tugas Kota Amben,
Pagaj 56
Pengguna angkutan orang dengan kendrrasn bermmor prnbadi roda dua weyip
. menggunakan masker dan sarung tangamn,
b tidak mengangkut penumpang lebih dan { {satu] orang,
mengangkut penumpang dengati menggunakan helm standerd aerta ®edapat
mingkin terdapat bams pemisah dengsn penumpang,
d tdak berkentlars jika sedang mengalam: suhu badan diatas nommnal atau
salat,
melakuxan disinf=kai kendaraan setelah selesan digunakarn, dan
f melaksanakan proiokol kesehatan.

Paasl 57

i] Setiap pengguna angkuten orang dengan kendarsan bermotor prbadi roda
dua yang Bidak mengikun kewapban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
dikenakan sanksi beru pa.

B, teguran liasan;
b tegaran tectuls: dan

¢. denda admmustratif,
(2) Denda administratif sebagsimana dimeksud daiam ayat {1} huruf ¢ paling

sediicit Bp 100000, - /seratue ribu rupiah) dan paling banyak Bp 200000, -

'dua ratus nbu rupiah).
(3] Sanksi administrati sebagaimana dimaksud pada aya (f dlakubkan oich

Gugus Tugas kota Ambon,



Paragraf 4
Angkutan Roda Tiga (Becak)
Pasal 58
Pengemudi angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
huruf ¢ wajib:
a. menggunakan masker,
b. membatasi jumlah penumpang hanya 1 [satu) crang;
c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau
sakit;

d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; dan
e. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 59

Penumpang angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
huruf ¢ wajib menggunakan masker.

Pasal 60

Angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c
hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 - 19.00 WIT.

Pasal 61

(1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan roda tiga (becak] yang tidak
‘mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan
Eﬂdikmhn sanksi administratif berupa :

TMITII=SITAaLLL .
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a. menggunakan masker;

b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas,

¢. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau
sakit;

d. melakukan disinfeksi angkutan orang dengan perahu motor (speed boat]
setelah selesai digunakan; dan

f. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 63

Penumpang angkutan orang dengan perahu motor (speed boaf) wajib

menggunakan masker.
Pasal 64

Angkutan orang dengan perahu motor (speed beaf] sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf d hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 - 18.00 WIT.

Pasal 65

(1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan perahu motar
| [speed boaf) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
h Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa :
| a. teguran lisan;
| b. teguran tertulis; dan

c. denda administratif.
{2) Dmﬁs, administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling
ikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah] dan paling banyak
ﬁﬂﬂﬂﬁﬂrihmn.mtuar{bumprah]
adm atif sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh

 Bagian Kedelapan
S
luar wilayalh Kota Ambon dibatasi masuk ke dalam wilayah



[} Pengecualian bagi orang eebagaimana dimaksud pada ayat [2) hurof e
dilengkapi dengan dokursen perjalanan
4] Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3j terdiri dari ;
a KTPSIM, Pasgport;
b. surat keterangan dati kelurahan fdesa asal;
¢ surat keterangan hbail Ramd Test Non Reakyf dari feslitgs keashatan
daerah asal dengan batas waktu minimel 7 [tujub) hari sebelum
reberangkatan, apabila batas waktu hesil rapid test temsebut melewat]
batas waktu yang telsh ditstapken, meke harus dilakukan rapid test
ulang,
d sumat tugas/ undangan kegatan:
e surat keterangan bekeérna di wileysh Kota Ambon,
surat keterangen studi di Kota Ambarn; dan
£ surat 1zin dan Gugus Tugas deerzh gmal

Pasal 67

(1} Dokumen penalanan sebagaimana dimalgud dalam Pasal 66 ayar (4)
dikecualikan bagi pelaku perjalanan darf Keramatan Lehity, Kecamatan
Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu.

(4 Pelaku pedalanan sebagaimana dimaiksud pada ayat {1} menggunakan sirat

keterangan sehat dari pugkesotas setempat yang menerangkan tdak dahm
keadaan sakit (batuk. pilek, drare dan gangguan pernafasan).

Pagal 68

{1) Walkota dapat membatasi pergerakan fperjalanan orang keluar dart wilavaah
Kota Ambon selama pelaksanaan PSBR: '

{2 Apabila terdapat pergerakan /perjalanan orang sebagaimana dimaksud pada
ayat |1 wejib memilks dokumen pegalanan sebagaimana dimaksud pada
Pagal 66 ayat (4],

BAE Vv
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PEMEATASAN
Bagien Kesatu
Hak dan Kewniiben
Pasal 6

Sdama pemberlakuaan PSBB, setiap penduduk & Kotg Amban Tiempunyal hak
ang sama untuk




a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dan Pemerintah Daerab,

b mendapetkan pelavanan kesehatan dasar sesuei kebutuhen medss,

c memperoleh data dan  informasi mengenal Corona Wrus Disease 2019
(COVID-19) seauai dengan kode ik,

d kemudehan akses o dalam melskukan pengaduan ysng berkaitan dengan
Corona Yirug Disiize 2019 (COVID 19, dm

¢ pelgvanan pemUlarasan dan pemakaman jenazeh Corong rus Disesse 2019
(COVID-19 dan/atau ferduga Corong Virus Dizease 2019 [COVIDI9)

P! 7Y

(1} Sdama pemberlekuan P3BB, setiep penduduk & Dasnih wajib

a mematuhi selurvh ketentizan & dalam pelaksanasn POBA,

b ikut serta dalam peledsanaan PSBEE. dmm

¢ melaksanakan pefidaku hidup berath dait sehat (PHBS)

(2) Dalam hal penarganan Corono Vius Disease 2019 (COVID-19), setiap
penduduk wajib:

a. mengikutl teshng dan pemeriksean sarapel untyk Corgne Vines Diseanse
2019 {COVID-19] delam penyelidikan epidemiologi {contact tracing
spebila telah ditetapkan unwuk dipenksa oleh petugas;

b meiakukan wolasi mandirl & tethpat fipggal danfatau shefter maupun
perawatanl di rumah seldt sesum rekOmendas tenage keseharan, dan

¢ melgporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemenntah Kota
Ambon apabila divinya, kelusrganya dar/atau masyarakat menunjujekan
gejala terpapar Corona Vinus Discase 2019 (COVID-19)

{3} Kewajiban scbagaimana duinaksud pads ayer {2} dilakukan sssusi petunjuk
telans yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kots Ambon

Bagian Ketdus
Pemenuhan Kebutuhfin Desar Penduodyk Selama PSPE
Pamal 7i

(1) Pememitah Dacrah memberikan bantuan tunal den /ateu hantyan pargRn
non tutipi kepada masyarakat yang terdampak dalam memenupy kebutyhan
pokokmya stdlama peiaksanaan PSBR

(@) Bantuan mnai dan/azau bantuan pangan non tupal sebagaimana dimakaud
pade qyat (1) diberikan dalam bentuk bahen pokok danfatau bantuan
langsung lannya yang mekamsme penyalurannya sesum dermgan ketentuart
peraturan perundang-undangan



B

(&

(3)

1)

(1)

)

Fenetapan penerima bantuan tunal dan/atau bantuan pangen nom tunat
sebagaimena dimaksud pada ayat {2) ditetapkan sesual ketentuan peraturan
perundangundAngan

Panal 72

Pemerintah Drerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang

terdampak pelaksanaan F3EB

Ingentif sebagaimana o maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

A pengurangan atau pembebasan papk dan retrbusi Kot Arbon begi
pelaku usaha,

b pembenan bantuan S%csal kepada karvawan yang terdampak aas
pelaksanaan PSBB, danfatau

¢ bantuan lainya sesuai ketentlan peraturan perundang-undangan

Peaksanpan pembenan indétif sebagaimana dimaksud pada ayat {2,

dilaksanakan sesuai  kelentusn peraturan  perundang-undangan dan

mempertimbangkan kemampuan Kota Ambon

BaB VT
SUMBEER DAYA PENANGANAN COROMaA VIRLIS DISEASE [COVID- 19
Paaal 73

Galam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus
Disease (COVID-19) d Daernh, Pemerintah Daerah menyusun basis dara daq
infermast kebutuhan penyediaan dan penyaluran symber daya

Prosedur dan penggunaan sistem informas: dalam rargka penyediaan dan
penyaluran sumber days sebagaimana dimaksud pada ajat (1) ditetapkan
gleh Ketua Cugus Tugas Kota Ambon

Pasal 74

Pemenntah Daecrah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam
pdaksanaen PSGB dengan berbagar mwhak sesuai dengan  Ketentuan
peraturan perundang-undangan

Kolaborasi kelembagaan sebagmimana dimaksud pada ayat i) dilakukan
dalam bentuk:

a dukungan sumber daya manusig,

kr sarana dan prasarana;

& data dan informasj,

d. jasa; danfatau



(1)

(2)

(3]

(4

(1}

(2

(3)

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUAS], DAN PELAPORAN
Pasal 75

Pemantalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBBE dilakukac dalam
rargka mettilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan dalam memutus
Tantas penularan Corong Wrus isease (COVID-19)

Pemantauan dan evaluasi sebegaeimana dimaksud pada ayat (1} difakukan
oleh Guguy Tugas Kota Ambon berkoordinast dengan Cugus Tugas COVID-19
Provina Maluky

Koordinasi sebagaimana dmaksud pada ayat & dilakukan melglui
pemaniauan aten pemeriksaan ke ldpanpgan 8esuai dengan wewenang dan
tanggung jawab rnesitig-masing

Penilaian keberhasian pelaksanazn PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada kriteria

B, pelaksanaan PSEB sesumi dengan Peratyran Wakkota ini;

b jumlah kasug dan

¢ scharsn kasus

Fasal 76

Dalam pelaksanaan P3BB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Wargs
turut berpartsipas aktif melakukan pemgntavan

Pemanmuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilaporkan melal kanal
penanganan pengaduan masparakat yang dimiliki alel Pemerintah Daerak.
Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimakswd pada ayap (2)
ditindaklan juti oleh Gugus Tugas COVID-1G Kota Ambon

Pasal 77

Partimpasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimena dimaksud dalam
Paagl 76 ayat {} dilakukan dengan cars

A,

b

memasukkan deta warga yang mengalami kesulitan bahan pokek di
lingkungan .nasing-masing untuk menyempurhakan data socia! safity net:
membentuk relawan untuk mengawns! pergerakan crang dan tralaportas <k
lingkungan maging- masipg, dan

mendrikan posko danfatau portal pada lorong den/atau gang




BAR VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 78

Pendanaan pelaksangan PSBB bersumber dari

a

b
C
d

(1)

{3

)

)

Anggaran Pehdapatan dan Bdanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah Kots Ambon, dan
Sumber-sutnber lain vang ssh dan tidak mengikeal sesuai  ketentyan
perundang undahigan
BAB I¥
SANKSI
Pagal 79

Walikota mengenakan sanksi administratif tethadap pelanggaran yang
dilakukan oleh setiap orang, pelaku usaha danfatau badan hukum sdama
pemberlakuan PSBE,

Sanks) administratf sebapgaimana di maksud pada ayat (1) berupa

a teguran lisan;

b teguran tertuls,

¢ pengamanan bararg danfatau alat yang berpotensi memimbulkan
pelariggaran,

pembubaran,

pemberhentian sementara kegatan;

pembekuan 1zin;

pencabutan Lzlin,

denda administratif, dan/atau

| o a

-

tindaken len yang bertyjuan menghenukan pelanggaran dan/atau
pemulihan

Denda admnistratf sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf h paling
sedikit Rp50000,- (lima puluh ribu  rupiah) dan paling banyak
Rp 300K 000, - tiga puluh juta rupah),

Walikota dapat melmpahkan kewenangan pengenaan sanks adminmstratif
scbagaimana dimaksud pade aym {1} dan ayat {2] kepada Cugua Tugas Kota
Ambon dan/atau Perangker Deerah sesual dengan tuges dan fungal masing-
masing.

Denda adminstratf sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf h digunakan
untuk penanganan pencegahan penyebaran COWD-19 d Kota Ambon




Pagal 2O

Selain penerapan sanksm sebagaimane dimakusud dalesn Pasal 79, Aparat
Penegak Hukum dapat meénerapkan asanksi berdasarkan kewenangannvh sesust
dengan ketentuan peraluran pefundang-undangan

BAB X
, KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal Bl

il}) Selama pelaksannan PSBB dilakukan pm melam yang dmnulai pukul 2300
WIT

(2} Jam malam sebagaimana dimaksud pads ayat [1] dikecualikan bagi aktivitas
yerg diperbolehkan sdama PSBB.

Pasal 82

Pendinan Posko [Check Foinfj selama pelaksanaan PSBE 4 lokasi-lckasg) tertentu
meliputi -

Laha;

Hunut duarian patzh,

Paast — Larer,

Poka;

Galala,

Kebun Cetgkeh;

CGong perdamaiarn;

Jalan Dr Latumeten;

Jalan Dr Sitanala;

Taman malkmur;

Soya

Bam gong:

Kawasan Pasar Mardika
Pelabuhan Ennce;

Palabubian speed boat Mardika:
Fdatu han speed boat Wayame,
Pdabuhan Stamet Rivadi

Pda buhan Siwabessy,
Pelabuhan Yos Sudarso, dar
Bandara I *artimura .
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Peaal A3

Selama pelaksanasn PSBE diakukan patreli terpady untuk memaniga konder
masvarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Peraturan Waliote ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.
Agar sctiap @ang mengetahuiny2, memenntahkan pengundangsn Peraturan
Walikota &ty déngan penempatannye dalam Benta Deecrah Kota Ambon,




